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WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara
yang memiliki Integritas, Profesional dan Proporsional
sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan
prinsip pemerintahan yang baik (good governance),
Aparatur Sipil Negara dituntut untuk bersikap disiplin,
jujur, adil, transparan, dan akuntabel serta
bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;

bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong Aparatur
Sipil Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem
karier dan sistem prestasi kerja serta memberikan
kepastian hukum dalam penegakan disiplin Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
perlu menerapkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil
Negara;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Disiplin Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041};



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264),

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari
Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 50;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1332);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 384);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);



Menetapkan

14.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 16};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Palangka Raya.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga mnegara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.



10.

11.

12.

(1)

(2)

Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai
ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam
kerja.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS atau
PPPK karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur
penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai
pedoman dalam menegakan disiplin Pegawai ASN dengan
berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan
kepada masyarakat serta untuk menciptakan kesamaan
tindak dan arah dalam rangka menegakkan disiplin
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah
untuk:
a. mewujudkan ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN;
b. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktifitas
kerja;
c. menjaga martabat dan kewibawaan sebagai Pegawai
ASN;
d. menerapkan reformasi birokrasi;
e. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan
disiplin;
f.  menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan
kondusif; dan
g menjaga dan merawat sarana kerja.



BAB II
DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan PNS

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

a.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS;
menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan;
mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan,
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara,
melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi; dan

menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

a.
b.

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan,

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa

izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau

lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan

oleh PPK;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak

atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik
negara secara tidak sah;

melakukan pungutan di luar ketentuan;

melakukan kegiatan yang merugikan negara;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan

dan/atau pekerjaan;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu

tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani; dan

memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil

presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon

anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan
perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan
rakyat daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut PNS;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
PNS lain;

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;

5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye;



6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan wunit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau |

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
penduduk.

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Pasal 6

Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin ringan;

b. Hukuman Disiplin sedang; dan

c. Hukuman Disiplin berat.

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar
25% (dua puluh lima persen} selama 6 (enam) bulan;

b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar
25% (dua puluh lima persen} selama 9 (sembilan)
bulan; dan/atau

c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas)
bulan.

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12
(dua belas) bulan;



(1)

(2)

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan

pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 7

Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin
PNS, terdiri atas:

a. Walikota;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama,

c. pejabat administrator; dan

d. pejabat pengawas.

Walikota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi
PNS yang menduduki jabatan:

a. pimpinan tinggi pratama untuk jenis hukuman:

1.

2.
8. .
4

teguran lisan;

teguran tertulis;

pernyataan tidak puas secara tertulis;
pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan;

pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan;

penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 (dua belas) bulan;

pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

b. administrator ke bawah untuk jenis hukuman:

1.

pemotongan tambahan penghasilan pegawai
nsebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;



(3)

-10-

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan,;

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan;

4. penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 (dua belas) bulan;

5. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

6. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

fungsional untuk jenis hukuman:

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 (dua belas) bulan;

2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

3. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

Pejabat pimpinan tinggi pratama, menetapkan
penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki
jabatan:

a.

administrator di lingkungannya untuk jenis

hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan; dan

3. pemotongan tunjangan kinerja atau tambahan
penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis;

3. pernyataan tidak puas secara tertulis;



(4)

(5)
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4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan; dan

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawal
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan.

Pejabat administrator menetapkan penjatuhan Hukuman
Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
a. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan; dan

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan.

c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;

2 teguran tertulis;

3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4, pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan; dan

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan.

Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), fungsional ahli
Madya dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS
yang menduduki jabatan:



(6)

(7)
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a. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan; dan

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan.

c. fungsional jenjang dibawahnya di lingkungannya
untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis;

3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan; dan

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan.

Pejabat pengawas atau pejabat yang setara menetapkan
penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki
jabatan:

a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Fungsional Ahli Muda dapat
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang
menduduki jabatan:



(8)
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a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. fungsional jenjang dibawahnya di lingkungannya
untuk jenis hukuman:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (7) ditetapkan
dengan keputusan PPK.

BAB III
DISIPLIN PPPK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan PPPK

Pasal 8

Setiap PPPK wajib:

a.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun diluar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan
PPPK;

mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
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melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik- baiknya;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi; dan

menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap PPPK dilarang:

a.
b.

5 0

.

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan;

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa
izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
oleh PPK;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak
atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik
negara secara tidak sah;

melakukan pungutan diluar ketentuan;

melakukan kegiatan yang merugikan negara;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan
dan/ atau pekerjaan;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
melakukan melakukan tindakan atau tidak melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani; dan
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n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil
presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon
anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan
perwakilan daerah, atau calon anggota dewan
perwakilan rakyat daerah dengan cara:

1.
2;

ikut kampanye;

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut Pegawai ASN;

sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
Pegawai ASN lain;

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;

membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye;

mengadakan Kkegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
dan/atau

memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu
tanda penduduk atau surat keterangan tanda
penduduk.

Pasal 10

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman PPPK

Pasal 11

(1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri atas:

a.
b.
E.

Hukuman Disiplin ringan;
Hukuman Disiplin sedang; dan
Hukuman Disiplin berat.

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.
b.
.

teguran lisan;
teguran tertulis; dan
pernyataan tidak puas secara tertulis.
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Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) bulan;

b. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 6 (enam) bulan; dan

c. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 9 (sembilan) bulan.

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c yaitu :

a. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan
hormat;

b. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri; atau

c. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan
hormat.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pelanggaran Disiplin PPPK

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin

PNS, terdiri atas:

a. WaliKota;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama;

c. pejabat administrator; dan

d. pejabat pengawas.

Walikota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin

bagi PPPK untuk jenis hukuman berupa pemutusan

hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan

penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di

lingkungannya untuk jenis hukuman:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

d. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) bulan;

e. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 6 (enam) bulan; dan

f. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 9 (sembilan) bulan.
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Bagian Keempat
Pelanggaran atas Kewajiban

Pasal 13

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban

a.

b.

Pasal 8 huruf ¢ sampai dengan huruf h, huruf j, dan
hurufl, huruf n, dan huruf o yang berdampak negatif
pada perangkat daerah; dan

Pasal 8 huruf m.

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,
dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran
lisan;

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 4 (empat) sampai
dengan 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut,
maka dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa
teguran tertulis; dan

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 7 (tujuh) sampai
dengan 10 {(sepuluh) hari kerja tidak berturut-turut,
dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa
pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

kewajiban:

a. Pasal 8 huruf b, yang berdampak negatif pada
Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;

b. Pasal 8 huruf ¢ sampai dengan huruf h, huruf j dan
huruf k, huruf n, dan huruf o, yang berdampak
negatif pada Pemerintah Daerah;

c. Pasal 8 hurufi tanpa alasan yang sah,;

d. Pasal 8 hurufl; dan

€.

Pasal 8 huruf m.

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e meliputi:

a.

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 11 (sebelas) sampai
dengan 13 (tiga belas) hari kerja, dijatuhi Hukuman
Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun; dan
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b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 14 (empat belas)
sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja, dijatuhi
Hukuman Disiplin sedang berupa penurunan
golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

kewajiban:

a. Pasal 8 huruf a yang berdampak negatif pada
Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau
negara;

b. Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf h yang
berdampak negatif pada negara;

c. Pasal 8 huruf j dan huruf k yang berdampak pada
negara dan/atau pemerintah;

d. Pasal 8 huruf m; dan

e. Pasal 8 hurufp.

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf d meliputi:

a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 28 (dua puluh
delapan) hari kerja atau lebih; dan

b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara terus menerus dalam waktu 10 (sepuluh) hari
kerja atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin berat
berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Ketentuan Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap

kewajiban Pasal 8 huruf m sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diperhitungkan
dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pelanggaran atas Larangan

Pasal 14
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan Pasal 8 huruf f, dan huruf h sampai dengan
huruf j, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
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Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:

a. Pasal 9 huruf f, yang berdampak negatif pada
Pemerintah Daerah;

b. Pasal 9 huruf g, yang berdampak negatif pada
Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;

c. Pasal 9 huruf h sampai dengan huruf j, yang
berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

d. Pasal 9 huruf m, yang berdampak negatif pada
Pemerintah Daerah; dan

e. Pasal 9 hurufn angka 1 dan 2.

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:

a. Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e;

b. Pasal 9 huruf f dan huruf g, yang berdampak pada
negara dan/atau pemerintah;

¢. Pasal 9 huruf k dan hurufl; dan

d. Pasal 9 huruf n angka 3 sampai dengan angka 7.

BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN

Pasal 15
Hari kerja bagi Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:
a. jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5
(lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan hari
Jum’at; dan
b. upacara Hari Kesadaran Nasional pelaksanaannya
digabung dengan Upacara Peringatan Hari Besar
lainnya pada setiap tanggal 17 atau disesuaikan
dengan tanggal Hari Besar Nasional.
Dalam hal tanggal 17 atau tanggal Hari Besar Nasional
jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan upacara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16
Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) hari sebanyak
7 jam 30 menit.
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Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) minggu
sebanyak 37 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 07.30
— 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul
12.00 - 13.00 WIB; dan

b. Thari Jum’at mulai pukul 07.30 — 16.30 WIB dengan
waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB.

Jam kerja bagi Pegawai ASN pada bulan Ramadhan

dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32 jam 30 menit

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 08.00
— 15.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul
12.00 — 12.30 WIB; dan

b. hari Jum’at mulai pukul 08.30 - 15.30 WIB dengan
waktu istirahat pukul 11.00 - 12.00 WIB.

Pasal 17

Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memiliki
tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar
ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2),
dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri.

Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah.

Pasal 18

Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan
jam kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran setiap hari
kerja.

(1)

Pasal 19

Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan
yang sah dijatuhi hukuman disiplin.
Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan
yang sah tidak dijatuhi hukuman disiplin.
Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} yaitu sebagai
berikut:
a. dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
b. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti; dan
c. tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan

tugas belajar.
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Pasal 20
Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang
lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan
terakumulasi menjadi 7 jam 30 menit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperhitungkan tidak
masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang
sah.
Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang
lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan
terakumulasi sesuai dengan hari kerja dan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari
tanpa keterangan yang sah.
Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21
Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada pegawai ASN yang melakukan
pelanggaran disiplin.
Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan
pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman
Disiplin oleh atasannya.
Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang sesuai dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN, maka pejabat
yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin
yang lebih berat.
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses
pemeriksaan.
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Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN
yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman
Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Pertama
Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 22

Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi

pratama dan jabatan administrasi yang diduga

melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis
oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional yang

diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara

tertulis oleh :

a. pejabat pengawas pada Perangkat Daerah, kepala
unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat
fungsional muda dan pejabat fungsional yang
mendapat tugas tambahan sebagai Kepala
puskesmas dan Kepala satuan pendidikan untuk
pejabat fungsional pertama, penyelia, mabhir,
terampil dan pemula;

b. pejabat administrator pada Perangkat Daerah,
Direktur Rumah Sakit, atau pejabat fungsional
madya untuk pejabat fungsional muda; dan

c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat
administrator pada Perangkat Daerah untuk pejabat
fungsional jenjang ahli madya.

Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan
tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
Dalam hal pada tanggal yang ditentukan pada surat
panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan pertama.
Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Pegawai ASN yang bersangkutan
tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa
dilakukan pemeriksaan.
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Pasal 23
Atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu
pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin sebelum pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung
atau virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita
acara pemeriksaan.
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan
Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan
langsung, maka atasan langsung tersebut wajib
menjatuhkan Hukuman Disiplin.
Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan
penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan
pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib
melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 24

Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap pegawai ASN yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan
hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang
menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan
langsung sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 25
Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3)
dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4]} dilakukan
pemeriksaan oleh dibentuk tim pemeriksa.
Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,
dan unsur kepegawaian.
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Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang
ditunjuk.

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal atasan langsung pegawai ASN yang diduga
melakukan  pelanggaran  disiplin terlibat dalam
pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim
pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara
berjenjang.

Pasal 26

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang
menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam
pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

(1)

(1)

Pasal 27
Untuk kelancaran pemeriksaan, pegawai ASN yang
diduga  melakukan = pelanggaran disiplin dan
kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat,
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh
atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
Selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya,
diangkat pejabat pelaksana harian.
Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari
jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang
memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa.



(2)

(3)

(2)
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Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan
tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat fotokopi
berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 29

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (4), pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran
Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang
bersangkutan.

Pasal 30

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang
mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai
bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi
pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin.

(1)

(2)

Pasal 31

Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan
ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman
Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan
pelanggaran yang dilakukan.

Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin
kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya
sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang
lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya.

Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2
(dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Pasal 32

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian
keuangan negara, maka atasan langsung atau tim
pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas
intern pemerintah.

Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbukti, aparat pengawas intern  pemerintah
merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada
aparat penegak hukum.

Bagian Kelima
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33
Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk
kepada pegawai ASN yang bersangkutan.
Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin
tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman
Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Pasal 34
Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin
tingkat ringan pada Perangkat Daerah, menyampaikan
laporan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
Penyampaian Laporan Hukuman Ringan pada Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara periodik oleh seluruh perangkat daerah.
Format dokumen  Laporan Hukuman  Ringan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.
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c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap
menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,
sampai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS
mulai berlaku.

Pasal 38
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hari kerja dan
jam kerja yang telah ditetapkan dan/atau disetujui,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Seplember 2623

WALIKOTA PALAN gKA RAYA,

4

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal * Se?i;e,m ber 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

W

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 24



(1)

(2)

(3)
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Walikota ini dan/atau sedang
dijalani oleh Pegawai ASN dinyatakan tetap berlaku.
Keberatan yang sedang diajukan kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum sebelum berlakunya
Peraturan Walikota ini diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Walikota ini dan Dbelum dilakukan
pemeriksaan, diselesaikan dengan ketentuan sebelum
diatur dalam Peraturan Walikota ini.
Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan
sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, hasil
pemeriksaan dinyatakan tetap berlaku dan proses
selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan
Walikota ini.

Pasal 36

Format dokumen pendukung pelaksanaan Tata Cara

Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan

Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penjatuhan
Hukuman Disiplin Sedang berupa :

a.

pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan
Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun;

pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap
menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan



IT.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

UMUM

Untuk mewujudkan ASN yang berintegritas moral, profesional, dan
akuntabel, diperlukan Peraturan Disiplin ASN yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat
mendorong ASN untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan
sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan
dalam pengembangan karier.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
Dalam melaksanakan tugasnya ASN sebagai penyelenggara pemerintahan
wajib menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
gouernance) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Walikota ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti
melakukan pelanggaran. Penjatuhan Hukuman Disiplin dimaksudkan
untuk membina ASN yang telah melakukan pelanggaran, agar yang
bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi
serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Walikota ini secara tegas disebutkan jenis Hukuman
Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran Disiplin. Hal
ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang
Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman
Disiplin.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

-30-
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Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

A. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR © acoveccumsswsvonsammoss e wmsmmmse

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
Nama
Pangkat P ssessmmmiave s saivi ot it e a e s A wn eSS R A s
Jabatan P sswemiden -

Unit Kerja I e s R R e e e R S S T T R

untuk menghadap kepada

Nama 2

Pangkat e T

Jabatan

pada

Hari

Tanggal

Jam

Tempat 5

..............................................................................

untuk diperiksa/dimintai keterangan® sehubungan dengan dugaan
PelangEATATL QISIPIITL o cimmmmrsumcsmisemssn svses kesms smmnmaninn snm s simsa s sy e nes o msemas oz
2. Demikian untuk dilaksanakan.

Tembusan Yth :

Lot mmmstmmmnmennmmmennsnsmmesamnsinnnnnmmes i nestiies S BT 2T ;dan

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin vang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.
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B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Fada Harl 0T coesssnaimsnsmaim. , tanggal ............ ,bulan .ooveeneeienns ,tahun ...oveeeeny

saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama T mmm e mmin S S AR e v ST A S B SR SRS R
NIP B A B A R R PR S e e oA
Pangkat SRR - 2
Jabatan £ emeomn e nnmn s o v m e ins e S B RSV R ek

2. Nama B RS R S S O o TR R
NIP T R R S R B R A T A A T
Pangkat e e
Jabatan ;

3. dst

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah®} .....cccoovinniiiniiinniicnnieen. 5

telah melakukan pemenksaan terhadap:

-5 11 S OOt e R P

NIP D e vensmssas e s s R R P VR R R

Pangkat S ek e T SR G R S Y S S R A S

Jabatan Y e R T S S A S A S NS

Unit KEOA 0 ciiieimiceeiamsessa e s e e s

karena yang bersangkutan diduga teleh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal .... , ayat ...., huruf...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan:

2. Jawaban
3. dst
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
Yang dlpenksa Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *
Nama - 1. Nama :
NIP 2 NIP :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :
2. Nama ;
NIP
Tanda Tangan :
3. Dst

#* Coretyang tidak perlu.
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C. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada
bari ...ccocovvveeennns , tanggal ... , bulan ..o ;. BB cousesseseas
saya/Tim Pemeriksa * telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama -
NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

..............................................................................

..............................................................................

BRerdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK WAKTU | TEMPAT | FAKTOR YANG FAKTOR YANG DAMPAK
PELANGGARAN MEMBERATKAN | MERINGANKAN | PERBUATAN

L

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin
sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas
merupakan KeWENANGATL vivverieereririsnnrersnsrssrsssessssssnsmsssssbsnmessrsssssnisbassnssssssssssns i
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap
PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan Keputusan penjatuban

Hukuman Disiplin.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

Tembusan Yth :

¥  Coret yang tidak perlu.
*  Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
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D. CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
1 £5.1, [5] 20 USRS e ———
Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .....oovvvvvenenn. .
1. 1 { A , pangkat ....... , jabatan ............, maka perlu dilakukan pemeriksaan.

Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat,
maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
a. atasan langsung
Nama
NIP AR prrs——.
Pangkat R SRS D YU T
Jabatan :
b. unsur pengawasan
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
c. unsur kepegawa:an
Nama
NIP USSP P
Pangkat T
Jabatan E e s R R R R RSB B RN SR AR R RS A P e AR
d. pejabat lain yang dltunjuk
Nama
Pangkat S e e R R Y S S e o R b S e S SRR S
Jabatan 3

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

. Demikian untuk dﬂaksanakan sebagaimana mestinya.

PPK/Pejabat yang dltun_]uk ............. *
NAMA  ooieeieiuieisirieesianiacisrraceeeenzos:
NIEP  oasirmrsrsmmaiermsmacsanmsisiems
Tembusan Yth :
L. sorssmommmosmmmmmas b ss s eneninneanst e SEELG ;dan
D asasars's siiia s s 0 S B R RS SRS SRR et e b
¥  Coret yang tidak perlu.
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E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap
SAL: capmammmies e S e T s NIP. .oiiocianmamememeacmsaasacaaanasns
atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ....... 5
ayat ....... , huruof ....... , angka ....... ** Peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat
berat, periu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara,;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Talhun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintalh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawalil Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:
Menctapkan
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama g
NIP g
Pangkat ¥
Jabatan 5
Unit Kerja i
terhitung mulai tanggal ...occoeennnnn..s , sampai ditetapkannya
keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan
diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah
Nomor 941 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KEDUA : Selama menjalani pembebasan secmentara dari  tugas
jabatannya sebagaimana terscbut pada Diktum KESATU,
kepada SAr. cuuiisesisismengeessiiio s naiiee , tersebut tetap diberikan
hak-hak kepegawaiannyea sesuai ketentuan peraturan
poerundang-undarngar.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetaploarl Qi csiasietiiianiiesea sdiasensaismad =
pada tanggal o ciiciricanraa e

Atasan JangSuUng coocicraacecisicsacananas *)

NAMA
NI1P

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yih:
R e I S e e e

2. Pejabat lain yang dianggap perlua.

*)  Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Mcnghukum.

*4) Diisi sesuai kebutuhan.
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F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

EPUTUSAN «.eoieiiveunnsnssniessessnmssmnsesssmmssssaesasnsnnesnenssaranssessenes 4
21077 (01 ST D e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.................................................................... +79
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ..........cocooiiin 5
i) | § & Y telah terbukti melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruaf ...., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, periu  menjatuhkan
hukuman disiplin vang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukarnmya;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, humf b, huruf ¢, dan huruf d periu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil
Ncgara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan -

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama s
NIP
Jabatan U csrdeisihaseaiivesaieirisnernisareder e vaisv ety sendEt
Unit Kerja T A R A e A A
karena vang bersangkutan pada tanggal .....o.cociiiiiiiirieieaen ,
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ....., ayat ...., huraf ..... , angka ..... , Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sgjak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PHLETAPKADL AL v covenesrsivossss sovossnosnsosnane

pada tanggal ....coooiiiiiiiii e

....................................................... *

PANEA.  sivucssinsvisemissssepisivssiossssivssavies

NIE  cccvsesermmscassnmmmsonnsenispnesmse yexs sayss
Tembusan Yth:

1. -3

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap periu.

* Tulislzah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
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G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN

TERTULIS
EEPIITUSAN ..ot i s i ednsi s dnssitve ssphaisive *)
MOMOR civanssssimnisebumonmsnmmniinnnanssspumsaysat s
DENGAN RAHNMAT TUIIAN YANG MAHA ESA,
................................................................... .9
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan SdAr. ... 5
NIP. .ciiiveercnnrnnannnns, telah terbukt melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ...., ayat ...., buruf ...., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
L T e e

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
vang dilakukarnmya;

e. bahwa berdasarkan pertinmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, humf b, huruf ¢ dan bhuruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :

KESATU :  Menjatuhkan bukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama B e bl e e s e e S M R A e R
NIP 8 R N R e e e SRR AT e R e
Pangkat D e s e v b S e s e R S SR en e s a e e
Unit Ketja T e e S e R P S IS S A TS S i
karena yang bersangkutan pada tanggal ....coovveverireriiiiinieinnns telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ....., ayat ..... bhuruf ..... , angka ...... , Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-1S5 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas}) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di «...cocioiiiiiciiiiiiiinen
pada tanggal ....cocviviiiiieiereernaa e
. - - -9
NAMA _oopieevenimsia i savsisosans
. 6 SO S PR pe——
Tembusan Yth:
T el s e SRS e e A

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap periu.

¥ Tulislah nama jabatan dari Pcjabat yang Berwenang Menghukum.
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H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DISIPLIN PENYATAAN TIDAK PUAS

SECARA TERTUIS
KEPITTUSAN oot disanihsis i siimse sa tiiss Siiesa s i@ s i avaans s vess *}
PHOINIOITR oot sion v s sassias 5SS Fasams v siae s fusa e vanre
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.................................................................... .5
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ... .
BIIEY: cnnnnnmmoiiniinnmsinsnnin , telah terbukti melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ...., ayat ...., buruf ...., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tabun 2021;

Bt sworai ik i e 16, 68 W e R S WS R W A KA B TR Y NI MRS 3

d. bahwa untuk mencgakkan dlsxphn, periu  menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
vang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, bhuruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat 3 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Bl e e et T i R S R W S R S e R 3

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintab Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan 3

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis kepada:

Nama B e e e e e N A R B e b

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bcrsangkutan pada tanggal &

telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan

Pasal ...., ayvat ...., buruf ..... , angka ..... , Peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhituing mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Al «coccecvvemrnnenieieneane. e
PARRBATIBPAY - vvivemassmiess s e e s s
....................................................... »
MAMIA: ousvsisivesanivioserssssvisyonss seosus shvussos
62 3 & - N PL (M SR o S 2t~ R s o e
Tembusan Yth:
T s e s S e e i S e i 3

2. Deputi Bidang Sistemm Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta; dan
3. Pgjabat lain yang dianggap periu.

*  Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukiun.
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I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN
KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM) BULAN

EEPUTUSAN ..ccoairnassrvencsrocecssrmmssrsens
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
B B e e R i € e e gl e e b e b ]

Menimbang : a. babhwa berdasaukan basil pemeriKSAaaI . ..coiimiiiceiciiiiianes o
B vt s s somtmm nm 3 NI, ceccavosorirmssrsasnnsnnensasss » telah terbukt
melakukan perbuatan berupa.. - — S

b. bahwa perbuatan tersebut memp.a.kan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ..., ayat ...., huruf ..., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahman 2021;

d. bahwa un!:uk mencgakkan dr-nphn, pc:riu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
vang dilakukanmya;

¢. bahwa berdasarkan pertmbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d periu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan;

Mengingat 4 1. Undang-undang Nomor 5 Tahumn 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawail Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nemeor 6 Tabhmn 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerinotah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

s

MEMUTUSEKAN :

Mencactapkan

KESATU : Memnjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tumnjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam]} bulan
kepada:

NIP Y ST A s S e R e A s s e
Pangkat B pmmmemsemenma e e e s ate Mysins e s aa e S hs ARG R
Jabatan E

Unit Keqa .........................................................

telah melakukan pcerbuatan yang mc]anggar © ketentuan
Pasal .._.. , ayat ...., bhuruf ...., angka ....., Peraturan Pcmerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...... bulan ....., tahun ..... , tunjangan
kinerja SAr. cveoreeicicnnncecienenn..., dipotong sebesar RP. .ccovvimveeiaaaanas
B it s s A A e A SRS M B el }, menjadi Rp. s
(o viiismiavs S m i R TS S SR e S ). dan terhitung mu.la;x. t:anggal R
bulan ...... thun ..... , tunjangan kKinerjanya dikembalikan pada
tunjangan kinerja semula.

RKETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerga ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau bhari keria ke-15 (lima belas) sesjak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikivim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkumn untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkazr di .oocvieiieiiiiciiirrire i
pada tanggal . coieeiieiieiaie s e ene

Tembusan Yth:
A

2. Deputi Ridang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta; dan
3. Pecjabat lain yang dianggap pcriu.

4 Tulislah nama jabatan dari Pgjabat yang Berwenang Menghukum.
*+ Diisi sesuai kebutuban.
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CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN
KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

KEPUTUSAN ............ ST s e et
TSRO o cruisnssmvas i sasss

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

......................................... B R T |
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaam ....cooccecccevesiiiineae. a1 72
=T 7 RN NPT . | | - SR e e e e T , telah terbukti

melakukan perbuatan berupa S ST WU

b. bahwa perbuatan terscbut merupakan pctanggaran terbadap

ketentuan Pasal ...., ayat ...., buruf ...., angka ...., Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huwruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua pulub lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSEAN :
Menetapkan 2
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)
bulan kepada:

Nama 3
NIP %
Pangkat s VA T o ry Py e S e s e R
Jabatan =

Unit Kerja $

karena yamng bcrsangkntan pada tanggal

telah melakukan poerbuatan yang melangear ketenituan
Pasal ....,ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.
KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ...., tahun
Icnerja Sdr. ccicieeesscassssaseaciaaan dipotong scbesar Rp. ..
..... ). menjadi BP. ccccociiansiciosssmrnssnsrananccese-
.......... )}, dan terhitung mulai tanggal ...,

bulan ...., tabun ...., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada
munjangan Kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kergja ke-15 (limma belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima  beolas) scjak tanggal
ditcrimanyans keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bormangkaian untuk
dilaksanalan sebagaim=ana mestinya.

Ditctapican di .cocacccmiiiimsarei s se e sammes
pada tanggal .cvoiiiiiiieinaas vty e

Tembusan Yih:

1. ceeasas cierssirarenas crreeaard

2. ‘Dc-pun Fsldnng Q'r-;l e Informasi Kepegewaian  Badan Koepegawaian  Negarma
di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perhi

*  Tulislah nama jabatan dar pajaboat yang berwenang menghukum.
) Diisi sesuai kebutuhon,
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K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN
KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

FEBTTISAI s i e s s vess s ssasswn

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan S E—— _ ; )
BAY: suimnssarsrisvmnretas s IR covacomanvsssivamsssvisssy Tolaty terbukts
melalkukan perbuatanbcmpa S A e A A D S A

b. bahwa perbuatan tersebut melupalmn pelangsaran terhadap
ketentuan Pasal ...., avat ...., haruf ...., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

balmwa urn_uk meneg-:kkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin

vang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurf a, huruaf b, bhuruf ¢ dan huruf 4 perlu
menctapkan Keputusan tentang Penjatuban Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) sclama 12 (dua belas) bulan;

fu

Mengingat H 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ¢ Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSEAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas)
bulan kepada:
Pangkat I e b e e S e s ML L S B S e
Jabatan B enmbimpmyaeme a i g e S aecn e e e m e e E
Unit KErja === 0% ceiecemsscssestctssiaciosmssssansosasssonsonsnrtraseanes
karena yang bemangkutan pada tanggal ..cicciccciisescecieereaieee.
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peratuwran Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ..... , hanjangan
kincerja SAr. ..cccccicerccieceieeen.... dipotong scbesar RP. cooccerecmiiecneceenae.
(oomvinninsiacaaiin o -}y menjadi Rp. ccoriiciiiicciccvinerasn e
s e R S R S S R A S R e AR J., dan terhitung mulai tanggal ...,

bulan ...., tahun ...., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada
tunjangan Kinerja semula.

KETIGA : Keputusam ini mulai berdaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau bari kerja ke-15 (lma belas) sejak tangeal
ditcrimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkarn di ciccciccccissessserisveservesesosss
pada tanggal ....ccivvrriimirasarcarai i eneeas
....................................................... 3
PEANEA: —otoces bepnbumslovsypoiows i ssmiyes s gyig gove
NIP

Tembusan Yth:
1.

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negarma
di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap periua.

*} Tulislah nama jabatan dari Poiabat yvang Berwenang Menghukuamn.

> Diisi scsuai kebutuhan.
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L. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN
JABATAN SETINGKAT LEBI RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

76 Lk = B 6 o F G 1 (PO SRR )
MOMOR: (ot i ioom i e fiwsererm s s r s b
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..................................................................... »
Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tGm  pemeriksa,
SAT. wirvveerirrs et ie s » NEP. Coiicicaiiiiivasunsniinay telah terbukti
melakukan perbuatan berupa ... oot iiis et 5

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tabhun 2021;

o

d. bahwa untuk wmenegakkan disiplin, perlu menjatubkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
vang dilakukannya;

e. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Mot a, humaf b, hamf ¢ dan buruf d 2 perln
menctapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penurumnan Jabatan Sctingkat Lebih Rendah Selama
12 {(dua belas) bulan;

Mengingat s 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatir Sipil

Negara;

2. Peraturan Pcmerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Bl memmes

1. 'Pemtumn Badan R.epegawamn Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSEAN :
Menctapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas} bulan kepada:
Nama %
NIP
FPangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bcrsa.ngkl.ltan pada Tanggal .....cccccciiiieciicisesiannin
telah melakukan perbuatan vang mclanggar kctentuan
Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pecmerintah
Nemor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ciesess bulan ..., tabun ....... N
BT noreisoniomecs i s s S o i e BB s b yang semula menduduki jabatan
............................ diturunkan menjadi jabatan ...,

KETIGA : Atas penurman jabatan terscbut, hak-hak kepegawaian dari
275 L S S disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan
jabatan sctngkat lebih rendah, ditetapkan dengan Keputusan
tersendinri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tangegal PNS$ wvang bersangkutan menerima
keputusan atan hari kegia ke-15 (lima Dbelas) scjak tanggal
diterimnanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yvang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ind disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan scbagaimana mostinya.

PHRetaplai i . unscioisiviniosninsmasbamorasvas
pada TANEEAL e s s ke Kakiilas sevh s dvebwaiiee

Tembusan Yth:
5 T S R A L SRRy s Uy S,

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap periu.

* Tulislah nama jabatan dari Pgjabat yang Berwenang Menghukum.
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M. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI
JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS)
BULAN

WOMOR ..oeenvenersmssssmviorsodsaecasaoaiosiomssassases
DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAMA ESA,
..................................................................... iy
Menimbang : a&a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
[=Ts § IO . § 2 , telah terbukti
melakukan perbuatan berupa ccceeviaiiiie i s 3

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ...., ayat ...., buruf ...., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

d. bahwa unmuk menegakkan disiplin, peclua menjatubkan
hukuman disiplin yang sctimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a2, buoruf b, huwruf ¢, dan huruf d perlua
menectapkan Keputusan tentang Penjatubhan Hukuman Disiplin
Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana
Selama 12 {dua belas) bulan;

Mengingat = 1. Undang-undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pcgawai Negeri Sipil;
4. Pcraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pclaksanaan Peraturan Pemcerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU ;. Menjatuhkan hukuman disiplin  berupa pembebasan dari
jabatannya menjadi jabatan pelaksana seclama 12 (dua belas) bulan
kepada:

Pangkat T e R R e e s SRR e e e
Jabatan B b A S e A e e o e o e e S e

L5 5 ¢ 15 ot U oy - T - QO A S S T
karena yang bersangku‘ta.n pada tang@al ......ccceccccicsssmririnrrrsrreraran
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal . , ayat ....., huruf ..... , angka ...... . Peraturan Pemecrintah
Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tangeal ....... bulan ....... tahhxan  .......,
B it e s e s s e 'sernlin mcnd.udu.l-:l. jabatan
......................................... d"heba-:.}mn menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA :  Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari
£ & o discesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan vang baru dalam rangka pcmbcbasan

dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan
dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai  tanggal PNS yang bersangkutan mencerima
kcputusan atau hari keria ke-15 (lima belas) scjak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin vang dikirim ke alamat
PNS yvang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditctapkari di ..occvverinarmnassrrssesrsrssranaaas
pada tanegal Ll s e saseadiss
. 5 5 )
NAMA
NP
Tembusan Yth:
¥. - ——
2. Dcpuu Bmda:ug S:r.-;u::m Infonnas:. Kepegawaian Badan Kepoegawaian Negara

di Jakarta; dan
3. Pegjabat lain yang dianggap periu.

*} Talislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



-45-

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

KEPUTUSAIN ..cvoenrismorinsssssissssiisvsnrospvrssasvmssssssnasybosbobasmsnsisnnsmens )
TUCBACTEY . i vw v ivsminiinaningdsmmesn snninmenmes s oansmniornms
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA,
.................................................................... )
Menimbang : a. bahwa Dberdasarkan Thasil pemeriksaan tim  pemeriksa,
S § PURTNES 1. & | CA e S » telah terbulkti

me]ﬂkukan perbualan berupa. .

b. bahwa perbuatan tersebut me:mpaka_n pc_i.=\11ggarm1 t(.rhaclap
ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruft , angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahwum 2021;

B o

bahwa un.tuk menegakkan disiplin, perlu  menjatubhkan
hukuman disiplin yang sctimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatubhan Hukuman Disiplin
Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat § 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Pecraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pcecgawai Negeri Sipil;

3. R R R S S R B S R e G

1. Peraturan Badan }\.epe-gawa;an 'Negﬁﬁ Nomor 6 ’I‘ahun 20‘22

tentang Peraturan Pelaksanaan FPeraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan L

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak alas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada:
Nama B ot o e e e A T T
NIP D v s e G R e i
Fanglat = =00 Sidsieiesie e e e e e e e
P 21 =% 7 5 o PR
Unit Kerja s e b B b b AN
karena yang bcrmngkulan ps—:ada langgal .................................
telah melakukan perbuatan vang melanggar ketentuan
Pasal ..... . ayat ..... » huruf ..... , angka ....., Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tabhun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawali Negeri Sipil tersebut dalam Diktum EKESATU,

diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (Iima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) scjak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yvang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapiam di - .o ccoimeres tomiaaniniotnistobeias
pada Eanggal ccvcviiiiinrrrreirsrssiorraraes s

Tembusan Yth:
1.

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta; dan
3. Pegjabat lain yang dianggap perlu.

*  Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
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O. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DISIPLIN PENURUNAN KELAS JABATAN
BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
BAL: corerasmprrenserhomssrbnnssebint NI casnsiviscsenbes , telah terbukti

melakukan perbuatan berupa . B B R AP N s it 1

b. bahwa perbuatan tersebut mempakan pe]a.nggamn terhadap

ketentuan Pasal ...., ayat ...., buruf ..., angka ...., Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
T s N e i . . Wi

d. bahwa untuk mcnegakkan dls1p1|.n pcrlu mcxgatuhkan
hukuman disiplin yang sctimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam buruf a, hburf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menctapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahumn 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :
Menctapkan :
KESATU : Mcojatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan
selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama z
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersa.ngkutan pada tanggal ..
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ...., ayat ...., buruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah
Nomor 9441 Tahun 2021.
KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...... ., bulan ...... . tabun ...... ¥
SAT. wvrernerirrrranrrraa , yang scmula menduduki kelas jabatan
- cinenes diturunkan menjadi kelas jabatan ..o
KETIGA 3 Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari
£S5 7 5 o . disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
KEEMPAT : Keputusan ini muﬂax bcrlaku pada hari kega ke-135 (lima belas)

terhituing mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya kKeputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS vang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestnya.

DHtetapEain i corcvrvmorrnmessnsmsenrrrrarenrons
pada tanggal ..ot s

Tembusan Yth:

2 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BEN di Jakarta: dao
3. Pgjabat lain yang dianggap peria.

* Tulislah nama jabatan dar Pgjabat yang Berwenang Menghulkum.



S

P. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Kepada

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama 5 R S S B8 S A S SR e RN 5 e e N N A S
NIP BE il S R R i S R Y A R
PangRal.,. 1 cccccecscmsmsronmssmamne sommnsars s asg s vne s ans asnn sen sassisnn b AR HE R
Jabatan U imrmmirmssemeavs e st vas s ey s naem ba s NGRS SO S SRR e R A R I
pada

Hari T M G R S e M B S N i o
Tanggal < N U S USPL U SIS SR o S NN TRRF R IOURE I T
AT, 8 demesseiiesimmscimmntns s bes s mmsemssinsin s e s na nn il SR R S S R
Tempat L T e R P
untuk menerima Keputusan ................... » NOTHOT euverrenrrmnnnnns , tanggal .......... s
tentang penjatuban hukuman diSIPHI ccoeeeeeeiermeres e

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tembusan, Yth:

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

* Tulislah nama jabatan dari pejabat vang menandatangani surat panggilan.



Q. CONTOH TABEL ASN YANG DIJATUHI HUKUMAN

Nama Perangkat Daerah

Jumlah ASN

Jumlah ASN yang dijatuhi

Hukuman Ringan
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Pangkat/ Jenis Pelanggaran Waktu Penjatuhan Sanksi yang
e Nama ASN/NIF Golongan S Disiplin Hukuman Disiplin diberikan
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
dst
WALIKOTA w>r>7wﬁﬂ> RAYA,
y 4 L
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